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Menimbang

Mengingat

a.bahwa dalam rangka meraenuhi kewajiban menyerap dan
menghimpun aspirasi konstituen, anggota DPRD dapat
melaksanakannya melalui kunjungan keija secara berkala,
menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara
moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;

b.bahwa kunjungan kerja secara berkala sebagai kewajiban
anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya yang
dilaksanakan secara rutin pada setiap masa reses adalah
merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan
konstituen;

c. bahwa waktu penyelenggaraan Kegiatan Reses perlu
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu
menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Jadwal
Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan
III Tahun 2020/2021.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

SETWAN
Textbox
SALINAN






